
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rincian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ·2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambanan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nornor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan, maka perlu diatur Rincian Tugas 
Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan; 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Mengingat 

Menirnbang 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 64 TAHUN 2016 

BUPATI LAM PUNG SELATAN 
PROVINS! LAMPUNG 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Dae rah adalah Daerah Kabupaten Larnpung Sela tan. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN 
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

MEMUTUSKAN : 

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Larnpung Selatan. 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Sela tan Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 16); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tung 
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5887}; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te lah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 



h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Unit Pelaksana Teknis: dan 

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Sadan. 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; dan 
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Ekonomi, membawahi : 
1. Sub Bidang Sumber Daya Alam; 
2. Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Jasa; dan 
3. Sub Bidang Keuangan dan Dunia U saha. 

d. Bidang Sosial dan Pernerintahan, membawahi : 
1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 
2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan 
3. Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan. 

e. Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah, membawahi : 
1. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan 

lnformatika; 
2. Sub Bidang Transportasi dan Pengairan; dan 
3. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman. 

f. Bidang Pengendalian, membawahi : 
1. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan; 
2. Sub Bidang Evaluasi dan Analisis; dan 
3. Sub Bidang Data Pembangunan Daerah. 

BAB II 
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 2 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

5. Badan adalah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Larnpung Selatan. 

6. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah Unit Pelaksana Teknis Sadan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

8. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat 
JFU adalah Jabatan Fungsional Umum pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung 
Sela tan. 



PasalS 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, rincian tugas Kepala Badan adalah sebagai 
berikut: 

a. mempersiapkan program dan kebijakan teknis dibidang 
perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka 
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas fungsi dan 
kewenangan Badan; 

b. mernimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis 
bidang Perencanaan Pembangunan agar sesuai perencanaan 
yang telah ditentukan; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas/ 
Instansi terkait dalam Bidang Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah agar terjadi kesamaan persepsi clan 
kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan 
pembangunan; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan perencanaan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

e. membagi ha bis tugas Badan Perencanaan Pem bangunan 
Daerah pada bidang teknis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai dan 
memahami beban tugas dan tanggung jawab masmg- 
masing; 

f. mernberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan 
tugas; 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 

Pasal4 
Tugas pokok Kepala Badan adalah memimpin Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap aparatur 
bawahannya, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 
Badan perencanaan pembangunan daerah serta merumuskan 
kebijakan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah dibidang perencanaan. 

BAB III 

RINCIAN TUGAS JABATAN 

Bagan struktur organisasi Dinas se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 tercantum pada Lampiran clan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Bagian Kedua 
Struktur Organisasi 

Pasal 3 



Pasal 7 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 6, rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dalam 
rangka penyusunan program kerja Sadan Perencanaan 
Pembangunan Daerah sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan serta rencana kerja 
sekretaris untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan 
tug as; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan, agar dapat 
terlaksana program dan rencana kerja yang telah disusun; 

c. mernbina bawahan dalam pengelolaan urusan umurn, rurnah 
tangga, administrasi surat-menyurat dan kearsipan; 

d. membina bawahan dalam pengelolaan administrasi 
kepegawaian kantor; 

e. merumuskan program dan rencana kerja bekerja sama 
dengan unit kerja terkait, melaksanakan evaluasi dan 
merumuskan laporan kegiatan pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan laporan kegiatan ketatausahaan 
kantor; 

f. mengarahkan bawahan dalam mengelola administrasi 
keuangan yang meliputi penyusunan anggaran badan, 
pernbukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan 
keuangan kantor; 

g. mengarahkan bawahan dalam penyusunan rencana 
pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penyimpanan, 
distribusi dan penghapusan perlengkapan, peralatan dan 
aset kan tor; 

Tugas pokok Sekretaris adalah melakukan koordinasi 
penyusunan program dan rencana kerja badan, pengelolaan 
urusan umum, rumah tangga, surat-rnenyurat, kepegawaian, 
perlengkapan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
badan serta mengelola administrasi urusan keuangan kantor, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

Pasal 6 

g. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil 
pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; 

h. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan 
tugas dari bawahan; 

1. membuat laporan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan 

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan Bidang tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian clan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan bagian Tata Usaha dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian unluk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, rincian tugas Kepada Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian adalah sebagai berikut: 

Pasa19 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Pasa18 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
adalah rnelaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang 
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, 
penatausahaan, surat-menyurat dan urusan rumah tangga. 

h. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Sadan Perencanaan Pembangunan 
Daerah serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan ketatausahaan sebagai landasa.n 
dalarn pelaksanaan tugas sekretariat; 

i. membagi habis tugas pada sekretariat kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-masing; 

J. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawa han 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program clan rencana kerja selanjutnya; 

k. membina dan mernberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

1. mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; 

m. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada dalam 
pelaksanaan kegiatan badan guna menunjang kelanca ran 
pelaksanaan tugas; 

n. membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja kantor 
lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



administrasi kegiatan Kepala Sadan; 
g. membina kegiatan ketertiban, kehumasan dan 

ketatalaksanaan dilingkungan badan; 
h. menyiapkan dan memantau penyediaan tempat dan 

perlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan rapat dan 
pertemuan badan lainnya; 

i, melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan 
Badan; 

J. menyiapkan bahari untuk menyelesaikan adrniriistra.si 
kepegawaian yang meliputi urusan kenaikan pangkat, 
urusan mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala, 
proses pemberian surat izin cuti, proses urusan pensiun 
serta pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan 
kepegawaian; 

k. melaksanakan urusan keprotokolan, kunjungan tamu, 
upacara, rapat, wisata tamu, ketertiban dan keamanan; 

1. melaksanakan pengelolaan urusan surat-rnenyurat, rumah 
tangga dan perlengkapan; 

m. mencari, mengumpulkan, menghimpun serta menyajikan 
data dan inforrnasi yang berhubungan dengan bidang 
kepegawaian; 

n. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o. membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

p. mengumpulkan, menghimpun clan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
penyusunan program lebih lanjut; 

q. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. mengevaluasi hasil kerja bawahan se bagai bah an 
penyernpurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

c. membuat laporan, struktur organisasi uraian tu gas dan 
kearsipan pekerjaan; 

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
menyangkut urusan kedinasan; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan din as 
bad an; 

f. melakukan bah an penyusunan jadwal acara dan 



1. menyiapkan bahan penyusunan laporan h asil pelaksanaan 
program kerja dan kegiatan operasional (bulanan, triwulan, 
semester maupun tahunan); 

h. membuat laporan kepada Kepala Sadan melalui Sekretaris 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja badan; 

g. menerima dan menyusun laporan hasil pelaksariaan 
kegiatan dari bidang-bidang dilingkungan badan; 

f. menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan kegiatan kantor; 

e. rnencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun scrta 
menyajikan data informasi yang berhubungan dengan 
aktivitas sebagai bahan perencanaan lebih lanjut; 

d. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rericaria 
kegiatan badan baik bulanan, triwulan, semester, tahunan, 
jangka pendek, menengah dan panjang berdasarkan data 
perencanaan pembangunan daerah yang telah ada; 

c. mengumpulkan bahan dan bekerja sarna dengan unit kcrja 
terkait dalam merumuskan arah kebijakan dibid ang 
Ekonomi, Pemerintahan Sosial dan Budaya, Sarana dan 
Prasarana wilayah serta pengendalian; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Perencanaan 
dan menyusun bahan un tuk pemecahan masalahnya; 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan sekretariat dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Perencanaan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 

Pasal 11 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan 
adalah sebagai berikut: 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Pasal 10 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang 
perencanaan dan penyusunan laporan kegiatan badan. 

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan Bidang tugas Sub Bagian Keuangan 
dan Aset dan menyusun bahan un tuk pemecahan 
masalahnya; 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya dilingkungan bagian Tata U saha dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

Pasal 13 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, rincian tugas Kepada Sub Bagian Keuangan 
dan Aset adalah sebagai berikut: 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyiapan 
bahan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi 
penyusunan anggaran, pembukuan clan pertanggungjawaban 
serta laporan keuangan badan serta pengelolaan administrasi 
perlengkapan, peralatan dan Aset badan. 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 
Paal 12 

J. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan tenaga kerja dan transmigrasi serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
bidang perencanaan program sebagai landasan dalam 
pelaksanaan tugas; 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Perencanaan 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 

m.mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
penyusunan program lebih lanjut; 

n. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas: 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan un tuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; clan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



c. mengumpulkan bahan petunjuk teknis Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah serta mengumpulkan bahan 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan: 

d. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
keuangan badan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
keuangan badan; 

f. melakukan adrninistrasi pembukuan secara sistematis dan 
kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku untuk memudahkan kontrol 
terhadap penggunaan keuangan badan; 

g. memproses usulan pengankatan dan pemberhentian 
pimpinan pelaksana teknis kegiatan atasan lagsung 
bendaharawan, pemegang barang lingkup badan; 

h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi 
keuangan dan perbendaharaan; 

i. menyelenggarakan pembukuan, penghitungan dan verifikasi 
pertanggungjawaban keuangan; 

j. melaksanakan urusan rumah tangga badan yang rneliputi 
fasilitasi dan pelayanan akomodasi, pemeliharaan sarana 
dan prasarana badan; 

k. memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan; 

1. menyelenggarakan penataan dokumen keuangan dan 
penyusunan laporan realisasi anggaran; 

m.mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, 
pencatatan, pemeliharaan, penyimpanan, distribusi, 
penghapusan dan pelaporan dibidang perlengkapan, 
perbekalan, peralatan dan Aset badan; 

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Keuangan dan 
Aset agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berhasil-guna; 

o. membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset 
kepada aparatur Jabatan Fungsiorial Umum sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

p. mengumpulkan, rnenghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
penyusunan program lebih lanjut; 

q. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan basil kerja lebih lanjut; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14, rincian tugas Kepada Bi dang Ekonomi adalah 
se bagai beriku t : 
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 

Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah serta rencana kerja pada 
Bidang Ekonomi untuk menjadi bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang ekonomi, agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah 
disusun; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Sadan Perencanaan Pembangunan 
Daerah serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang ekonomi sebagai landasan 
dalam pelaksanaan tugas; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJP, RPJMD, 
dan RKPD Bidang Ekonomi; 

e. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang 
Ekonomi; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 
RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harrnonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi; 

i, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Bidang Ekonomi; 

J. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah Bidang Ekonomi; 

k. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/ L, 
dan Provinsi di Bidang Ekonomi; 

1. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada 
perangkat daerah Bidang Ekonorni; 

Pasal 15 

Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Ekonomi 
Pasal 14 

Tugas pokok Kepala Bidang Ekonomi adalah membantu 
Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan 
mengoordinasikan serta monitoring dan mengevaluasi 
pelaksanaan perencenaan dibidang Ekonomi. 



Pasal 17 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, rincian tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya 
Alam adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Bidang Ekonomi dalam rangka penyusunan 
program dan rencana kerja Sub Bidang Sumber Daya Alam 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Sumber Daya 
Alam dan menyusun bahan un tuk pemecahan masalahnya; 

c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pangan 
Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 

d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah urusan 
pangan Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 

e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan 
pangan Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam 

Pasal 16 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dalam 
melaksanakan dan merumuskan serta mengoordinasikan 
kebijakan perencanaan pembangunan dibidang sumber daya 
alam. 

m. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi; 

n. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi; 

o. membagi habis tugas pada Bidang Ekonomi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami beban 
tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

p. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi; 

r. membuat laporan kepada kepala badan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kepala 
badan lebih lanjut; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 



Kepala Sub Bidang Perdagangan, Industri dan J asa 

Pasal 18 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perdagangan, Industri dan 
Jasa adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi 
dalam melaksanakan dan merumuskan serta 
mengoordinasikan kebijakan Perencanaan Pembangunan 
dibidang Perdagangan, Industri dan Jasa. 

f. merencanakan pelaksanaan sinergi tas dan harmonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan pangan Pertanian, 
Perikanan dan Peternakan; 

g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada 
Perangkat Daerah Urusan pangan Pertanian, Perikanan dan 
Peternakan; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pangan pertanian, 
perikanan dan peternakan; 

i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait urusan pangan pertanian, perikanan dan peternakan; 

J. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah urusan pangan pertanian, perikanan dan 
peternakan; 

k. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan 
pembangunan daerah urusan pangan pertanian, perikanan 
dan peternakan; 

1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerah urusan pangan pertanian, perikanan 
dan peternakan; 

m. memirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bidang Sumber 
Daya Alam agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya- 
guna dan berhasil-guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bidang Surnber Daya Alam kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

p. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyempurnaan basil kerja lebih lanjut; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



pelaksanaan 
Perdagangan, 

1. merencanakan pengendalian/monitoring 
pembangunan daerah urusan industri, 
Kopersai, UMKM dan Pariwisata; 

m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerah urusan Industri, Perdagangan, 
Koperasi, UMKM dan Pariwisata; 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18, rincian tugas Kepala Sub Bidang Perdagangan, 
Industri dan Jasa adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Ekonomi dalam rangka penyusunan 
program dan rencana kerja Sub Bidang Perdagangan, 
Industri dan Jasa untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Perdagangan, 
Industri dan Jasa dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan 
Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pariwisata; 

d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah urusan 
Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pariwisata; 

e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan 
Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pariwisata; 

f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan Industri, Perdagangan, 
Koperasi, UMKM dan Pariwisata; 

g. membuat Konsep pembinaan teknis perencanaan kepada 
Perangkat daerah urusan lndustri, Perdagangan, Koperasi, 
UMKM dan Pariwisata; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan lndustri, 
Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pariwisata; 

i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, 
UMKM dan Pariwisata; 

J. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, 
UMKM dan Pariwisata; 

k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan 
provinsi untuk urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, 
UMKM dan Pariwisata; 



d. menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah urusan 
keuangan Penanarnan Modal dan Perizinan; 

urusan c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD 
Keuangan Penanaman Modal dan Perizinan; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Keuangan 
dan dunia usaha dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Ekonomi dalam rangka penyusunan 
program dan rencana kerja Sub Bidang Keuangan dan dunia 
usaha untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 21 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20, rincian tugas Kepala Sub Bidang Keuangan 
dan dunia usaha adalah sebagai berikut: 

Kepala Sub Bidang Keuangan dan dunia usaha 

Pasal20 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Keuangan dan dunia usaha 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dalam 
melaksanakan dan merumuskan serta mengoordinasikan 
ke bijakan perencanaan pembangunan di bi dang keuangan dan 
dunia usaha. 

n. merrumpm, mengarahkan dan mernotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bidang 
Perdagangan, Industri dan Jasa agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

a. membagi habis tugas Sub Bidang Perdagangan, lndustri dan 
Jasa kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

p. mengumpulkan, menghirnpun dan menyusun bahan untuk 
mem buat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan se bagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

q. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



r. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

q. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. membagi habis tugas Sub Bidang Keuangan dan dunia 
usaha kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

p. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerah urusan Keuangan Penanaman Modal 
dan Perizinan; 

m.memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bidang Keuangan 
dan dunia usaha agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

k. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan 
pembangunan daerah urusan Keuangan Penanaman Modal 
dan Perizinan; 

J. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan 
provinsi untuk urusan Keuangan Penanaman Modal dan 
Perizinan; 

i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah urusan Keuangan Penanaman Modal dan 
Perizinan; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Urusan Keuangan Penanaman Modal dan 
Perizinan; 

g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan Penanaman 
Modal dan Perizinan; 

e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan 
keuangan Penanaman Modal dan Perizinan; 

f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan Keuangan Penanaman 
Modal dan Perizinan; 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22, rincian tugas Kepala Bidang Sosial dan 
Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 
Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sadan 
Perencanaan Pembangunan Daerah serta rencana kerja pada 
Bidang Sosial dan Pemerintahan untuk menjadi bahan 
acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang Sosial dan Pemerintahan, 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 
program kerja yang telah disusun; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah 
serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Sosial dan Pemerintahan sebagai landasan 
dalam pelaksanaan tugas; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJP, RPJMD, 
dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan; 

e. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang 
Sosial dan Pemerintahan; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 
RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Pemerintahan; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan 
Pemerin tahan; 

1. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Bidang Sosial dan Pemerintahan; 

J. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan; 

k. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/ L, 
Bidang Sosial dan Pemerintahan; 

Pasal 23 

Baglan Keempat 
Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan 

Pasal 22 

Tugas pokok Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan adalah 
membantu Kepala Sadan dalam melaksanakan perumusan 
kebijakan dan mengoordinasikan serta penilaian atas 
pelaksanaan Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan. 

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 

urusan c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 

d. menganalisis rancangan Rens tr a Perangkat daerah urusan 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 

Pasal 25 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24, rincian tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 

Pasal24 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Pendidikan, Pemuda dan olahraga dalam melaksanakan dan 
merumuskan serta mengoordinasikan ke bijakan perencanaan 
Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 

mas mg; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

q. membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana Kepala Badan 
lebih lanjut; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

pelaksanaan 
Sosial dan 

1. melaksanakan pengendalian / monitoring 
perencanaan pembangunan daerah Bidang 
Pemerintahan; 

m. melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan 
Pemerintahan; 

n. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan; 

o. membagi habis tugas pada Bidang Bidang Sosial dan 
Pemerintahan kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
ada memahami beban tugas dan tanggung jawabnya masing- 



s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

r. membuat laporan kepada Kepala Bidang sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana Kepala Badan 
lebih lanjut; dan 

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

p. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. membagi habis tugas Sub Bidang Perididikan, Pemuda dan 
Olahraga kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum 
sebagai bawahannya agar setiap personil mernahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

n. memimpin, rnengarahkan dan mernotivasi aparatur .Iabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bidang 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perericanaan 
pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda dan 
Olah raga; 

pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda dan 
Olah raga; 

pelaksanaan pengendalian /monitoring 1. merencanakan 

k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan 
provinsi untuk tirusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 

dan harmonisasi kegiatan 
Pendidikan, Pemuda clan 

j. merencanakan sinergitas 
perangkat daerah urusan 
Olahraga; 

i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga; 

pembinaan teknis perencanaan kepada 
urusan Pendidikan, Pemuda dan 

g. mem buat Konsep 
Perangkat daerah 
Olahraga; 

f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pendidikan, Pernuda dan 
Olah raga; 



dan harmonisasi kegiatan 
Kesehatan dan Kesejahteraan 

J. merencanakan sinergitas 
perangkat daerah urusan 
Sosial; 

k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan 
provinsi untuk urusan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial; 

L merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Urusan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; 

Sosial; 

dan harrnonisasi 
Kesehatan clan 

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; 

f. merencanakan pelaksanaan sinergitas 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan 
Kesejahteraan Sosial; 

g. membuat Konsep pembinaan teknis perencanaan kepada 
Perangkat daerah urusan Kesehatan dan Kesejahteraan 

Musrenbang RPJPD urusan e. menyiapkan pelaksanaan 

'urusan c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; 

d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial: 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26, rincian tugas Kepala Sub Bidang Kesehatan 
dan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Sosial dan Pemerin tahan dalarn rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan bidang rugas Sub Bidang Kesehatan 
dan Kesejahteraan Sosial dan menyusun bahan uniuk 
pemecahan masalahnya; 

Pasal 27 

Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 

Pasal26 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan 
Sosial adalah melaksanakan sebagian tugas bidang Sosial dan 
Pemerin tahan dalam melaksanakan dan merumuskan serta 
mengoordinasikan kebijakan Perencanaan Pembangunan 
Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 



a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Sosial dan Pernerintahan dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang 
Kependudukan dan Pemerintahan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28. rincian tugas Kepala Sub Bidang 
Kependudukan dan Pernerintahan adalah sebagai berikut : 

Pasal 29 

merumuskan serta mengoordinasikan kebijakan Perencanaan 
Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan. 

Kepala Sub Bidang Kependudukan dan 
adalah melaksanakan sebagian tugas bidang 
Pemerintahan dalam melaksanakan dan 

Tugas pokok 
Pernerin tahan 
Sosial dan 

Pasal 28 

Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan 

1. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan 
pembangunan daerah urusan Kesehatan dan Kesejahteraan 
Sosial; 

m.melaksanakan pengelolaan data dan inforrnasi perencanaan 
pembangunan daerah urusan Kesehatan dan Kesejahteraan 
Sosial; 

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bidang Kesehatan 
dan Kesejahteraan Sosial agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o. membagi habis tugas Sub Bidang Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial kepada aparatur Jabatan Fungsional 
Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

p. membuat laporan kepada Kepala Bidang sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana Kepala Badan 
le bih lanju t; 

q. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

r, mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



n. mernirnpin , mengarahkan clan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bidang 
Kependudukan dan Pemerintahan agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o. membagi habis tugas Sub Bidang Kependudukan dan 
Pemerintahan kepada aparatur Jabatan Fungsional Umurn 
se bagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-maeing; 

p. membuat laporan kepada Kepala Bidang sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana Kepala Badan 
lebih lanjut; 

1. merencanakan pengenclalian/monitoring pelaksanaan 
pembangunan daerah urusan Kependudukan clan 
Pemerin tahan; 

m. melaksanakan pengelolaan data dan inforrnasi perencanaan 
pembangunan daerah urusan Kependudukan dan 
Pemerin tahan; 

harmonisasi kegiatan 
Kependudukan dan 

J. merencanakan sinergitas dan 
perangkat daerah urusan 
Pemerintahan; 

k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan 
provinsi untuk urusan Kependudukan dan Pemerintahan; 

Pemerintahan; 
g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada 

Perangkat daerah urusan Kependudukan dan 
Pemerintahan; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kependudukan dan 
Pemerin tahan; 

i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Urusan Kependudukan dan Pemerintahan; 

urusan 

urusan 

urusan c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD 
Kependudukan dan Pemerintahan; 

d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah 
Kependudukan dan Pemerintahan; 

e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD 
Kependudukan dan Pemerintahan; 

f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kependudukan dan 

yang 
Bidang 
bah an 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan 
berhubungan dengan bidang tugas Sub 
Kependudukan dan Pemerintahan dan menyusun 
untuk pemecahan masalahnya; 



g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harrnonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sarana dan Prasarana 
Wilayah; 

f. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 
RPJMD, RKPD Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; 

e. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang 
Sarana dan Prasarana Wilayah; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJP, RPJMD, 
dan RKPD Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Perencanaan Pernbangunan Daerah 
serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sebagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas di bi dang Sarana dan Prasarana 
Wilayah, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan program kerja yang telah disusun; 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 
Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja 
Perencanaan Pembangunan Daerah serta rencana kerja pada 
Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah untuk menjadi bahan 
acuan dalam pelaksanaan tugas; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30, rincian tugas Kepala Bidang Sarana dan 
Prasarana Wilayah adalah sebagai berikut : 

Pasal 31 

Bagian Kelima 
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 

Pasal 30 
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana 
Wilayah adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 
perumusan kebijakan dan mengoordinasikan serta penilaian 
atas pelaksanaan Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana 
Wilayah. 

q. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyempumaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



Pasal 33 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32, rincian tugas Kepala Sub Bidang Tata Ruang, 
Lingkungan Hidup dan lnformatika adalah sebagai berikut : 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan 
Hidup dan Informatika adalah melaksanakan sebagian tugas 
dibidang Sarana dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan 
dan rnerumuskan serta rnengoordinasikan kebijakan 
Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Lingkungan 
Hidup dan Informatika. 

Kepala Sub Bidang 
Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika 

Pasal32 

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sarana dan Prasarana 
Wilayah; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; 

J. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; 

k. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan KIL, 
dan Provinsi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; 

1. melaksanakan pengendalian / monitoring pelaksan aan 
perencanaan pembangunan daerah Bidang Sarana dan 
Prasarana Wilayah; 

m. membagi habis tugas pada Bidang Sarana dan Prasarana 
Wilayah kepada bawahan , agar setiap aparatur yang ada 
memahami beban tugas dan tanggung jawabnya masing- 
masmg; 

n. rnelaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan Daerah Bidang Sarana dan Prasaruna 
Wilayah; 

o. membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan rnasukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kepala Badan 
lebih lanjut; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang 
Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Tata Ruang, 
Lingkungan Hidup dan Informatika dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya: 

c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMDJ RKPD urusan Tata 
Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika; 

d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah urusan 
Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika; 

e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Tata 
Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika; 

f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan Tata Ruang, Lingkungan 
Hidup dan lnformatika; 

g. membuat Konsep pembinaan teknis perencanaan kepada 
Perangkat daerah urusan Tata Ruang, Lingkungan Hidup 
dan lnformatika; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Tata Ruang, 
Lingkungan Hidup dan Informatika; 

L merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Urusan Tata Ruang, Llngkungan Hidup dan 
Inforrnatika; 

J. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah urusan Tata Ruang, Lingkungan Hidup 
dan lnformatika; 

k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan 
provinsi untuk urusan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan 
Informatika; 

1. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan 
pembangunan daerah urusan Tata Ruang, Lingkungan 
Hidup dan lnfonnatika; 

m. melaksanakan pengelolaan data dan inforrnasi perencanaan 
pembangunan daerah urusan Tata Ruang, Lingkungan 
Hidup dan Informatika; 

n. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bidang Tata 
Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

o. membagi habis tugas Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan 
Hidup dan Inforrnatika kepada aparatur Jabatan Fungsional 
Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

p. membuat laporan kepada Kepala Bidang sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana Kepala Badan 
lebih Ianjut; 



pengairan; 

g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harrnonisasi 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan transportasi dan 
pengairan; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan transportasi dan 
pengairan; 

l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Urusan transportasi dan pengairan; 

J. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah urusan transportasi dan pengairan; 

dan harrnonisasi 
transportasi clan 

Musrenbang RPJPD urusan e. menyiapkan pelaksanaan 
transportasi dan pengairan; 

f. merencanakan pelaksanaan sinergi tas 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan 

urusan c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD 
transportasi dan pengairan; 

d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah urusan 
transportasi dan pengairan; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34, rincian tugas Kepala Sub Bidang Transportasi 
dan Pengairan adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang 
Transportasi dan Perigairan untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. rnenginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Transportasi 
dan Pengairan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

Pasal 35 

Pasal 34 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Transportasi dan Pengairan 
adalah melaksanakan sebagian tugas dibidang Sarana dan 
Prasarana Wilayah dalam melaksanakan dan merumuskan 
serta mengoordinasikan kebijakan Perencanaan Pembangunan 
Bidang Transportasi clan Pengairan. 

Kepala Sub Bidang Transportasi dan Pengairan 

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman 
adalah melaksanakan se bagian tugas dibidang Sarana dan 
Prasarana Wilayah dalam melaksanakan dan mer urnu skan 
serta mengoordinasikan kebijakan Perencanaan Pernbangunan 
Bidang Perumahan dan Permukiman. 

Pasal 37 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36, rincian tugas Kepala Sub Bidang Perumahan 
dan Permukiman adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang 
Perumahan dan Permukiman untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tu gas; 

b. menginventarisasi permasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Perumahan 
dan Permukiman dan menyusun bahan un tuk pemecahan 
masalahnya; 

Kepala Sub Bidang Perumahan dan permukiman 

Pasal 36 

k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan 
provinsi untuk urusan transportasi dan pengairan; 

l. merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan 
pembangunan daerah urusan transportasi dan pengairan; 

m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerah urusan transportasi dan pengairan; 

n. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bidang 
Transportasi dan Pengairan agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o. membagi habis tugas Sub Bidang Transportasi dan 
Pengairan kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum 
se bagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

p. membuat laporan kepada Kepala Bidang sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana Kepala Badan 
lebih lanjut; 

q. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



permukiman; 

r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan D PRD 
terkait APBD urusan perumahan dan permukiman; 

J. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah urusan Perumahan dan Perrnukiman; 

k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan 
provinsi untuk urusan perumahan dan permukiman; 

1. merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan 
pembangunan daerah urusan perumahan dan permukiman; 

m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerah urusan perumahan dan permukiman; 

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum {JFU) dilingkungan Sub Bidang 
Perumahan dan Permukiman agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o. mernbagi habis tugas Sub Bidang Perumahan dan 
Permukiman kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

p. membuat laporan kepada Kepala Bidang sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana Kepala Badan 
lebih lanjut; 

q. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

dan harmonisasi 
perumahan dan 

dan harmonisasi 
perumahan dan 

f. merencanakan pelaksanaan sinergitas 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan 
permukiman; 

g. merencanakan pelaksanaan sinergitas 
RTRW Daerah dan RPJMD urusan 
permukiman; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan dan 

e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan 
perumahan dan permukiman; 

urusan c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD 
perumahan dan permukiman; 

d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah urusan 
perumahan dan permukiman; 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38, rincian tugas Kepala Bidang Pengendalian 
adalah se bagai beriku t : 

a. melaksanakan koordinasi clengan seluruh Bidang dan 
sekertariat dalam rangka menyusun program kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedornan 
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kantor, serta 
rencana kerja Bidang Pengendalian untuk dijaclikan acuan 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas bidang pengendalian, agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program 
dan rencana kerja yang telah disusun; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Bidang Pengendalian; 

d. menyelenggarakan monitoring, supervisi dan tindak lanjut 
penyimpangan terhadap pencapaian pelaksanaan program 
pembangunan daerah, menyusun pelaporan dan evaluasi 
pelaksanaannya; 

e. menyiapkan bahan monitoring pelaksanaan program 
pembangunan daerah (sumber dana Anggaran Penclapatan 
dan Belanja Daerah, clan Anggaran Penclapatan clan Belanja 
Negara} clan menyusun laporan pelaksanaan terhaclap 
pelaksanaan program pembangunan baik jangka panjang, 
menengah clan tahunan; 

f. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap 
pelaksanaan program pembangunan daerah [Sumber dana 
Anggaran Penclapatan Belanja Daerah clan Anggaran 
Penclapatan Belanja Negara) baik jangka panjang, menengah 
dan tahunan; 

g. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah (LAKIP) dan 
laporan lain yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat terkait 
pelaksanaan dan pengenclalian pembangunan claerah; 

Pasal39 

Bagian Keenam 
Kepala Bidang Pengend.alian 

Pasal 38 
Tugas pokok Kepala Bidang Pengendalian adalah membantu 
Kepala Badan dalarn melakukan koordinasi dan pengenclalian 
kegiatan pembangunan daerah, memonitor pelaksanaannya, 
melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan, monitoring dan pelaporan serta evaluasi 
program pembangunan daerah jangka panjang, menengah clan 
tahunan. 



Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan 

Pasal40 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan 
adalah membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan 
monitoring pelaksanaan program pembangunan didaerah 
(Sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan menyusun laporan 
pelaksanaan terhadap pelaksanaan Program Pembangunan 
baikjangka panjang, menengah dan tahunan. 

Pasal 41 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud da lam 
Pasal 40, rincian tugas Kepala Sub Bidang Monitoring dan 
Pelaporan adalah sebagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan bidang pengendalian dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang 
Monitoring dan Pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang tugas Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalah; 

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurnpulan, 
mempelajari ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berhubungan dengan kegiatan monitoring dan 
pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah; 

d. rnelaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian 
monitoring serta supervisi terhadap kebijakan perencanaan 
pembangungan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan 
daerah serta hasil rencana pembangunan daerah; 

e. menginventaris program/kegiatan pembangunan baik yang 
bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Provinsi clan 
Kabupaten) yang berlokasi di Kabupaten; 

h. membagi habis tugas pada Bidang Pengendalian kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas 
dan tanggungjawab masing-masing; 

i, menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

J. memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan 
tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

k. membuat laporan kepada kepala badan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program rencana kerja kepala 
badan lebih lanjut; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



penyusunan program 
Evaluasi dan Analisis 
pelaksanaan tugas; 

lainnya 
rangka 
Bidang 
dalam 

dengan unit kerja 
pengendalian dalarn 

dan rencana kerja Sub 
untuk dijadikan pedoman 

koordinasi 
bidang 

a. melakukan 
dilingkungan 

Pasal 43 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 42, rincian tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi dan 
Analisis adalah sebagai berikut : 

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Analisis 

Pasal 42 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Analisis adalah 
membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan 
pengendalian evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan 
program pembangunan daerah (Sumber dana Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Bela nja 
Negara) baik jangka panjang, menengah dan tahunan. 

f. melakukan sosialisasi sistem informasi pelaporan dan 
mengadakan pertemuan berkala; 

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan 
rnasing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima 
dana Tugas Pembantuan (TP), Dana Urusan Bersama (DUB) 
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk dilaporkan kepada 
Menteri Dalarn Negeri setiap triwulannya dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran; 

h. menyelenggarakan pembinaan dan fasili tasi perencanaan 
pembangunan di Sub Bidang Monitoring clan Pelaporan; 

i. memirnpin, merigarahkan dan memotivasi aparatur non 
struktural umum dilingkungan Sub Bidang Monitoring dan 
Pelaporan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab masing-rnasing; 

J. membagi habis tugas pada Sub Bidang Monitoring dan 
Pelaporan kepada aparatur jabatan fungsional urnum 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawab masing-rnasing; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk mernbuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
penyusunan program lebih lanjut; 

1. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh 
atasan untuk kelancaran tugas. 



n. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
penyusunan program lebih lanjut; 

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian evaluasi 
dan analisis terhadap pelaksanaan program pembangunan 
daerah {sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) baik jangka 
panjang, menengah dan tahunan; 

e. menyiapkan bahan evaluasi terhadap laporan yang 
diamanatkan oleh pemerin tah pusat terkait pelaksanaan dan 
pengendalian pembangunan daerah; 

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi bulanan 
program pembangunan daerah jangka panjang, menengah 
dan tahunan; 

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi dan analisis 
terhadap kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat 
Daerah penerima Tugas Pembantuan dan Dana Urusan 
Bersama, maupun Dana Aloka si Khusus untuk dilaporkan 
kepada Menteri Dalam Negeri setiap triwulannya dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran; 

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan, menghimpun, 
menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rancangan 
pembangunan daerah; 

L melakukan analisis pelaksanaan pembangunan daerah; 

J. menyelenggarakan pembinaan clan fasilitasi perencanaan 
pembangunan di Sub Bidang Evaluasi dan Analisis; 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum ( JFU) dilingkungan Sub Bidang Evaluasi 
dan Analisis agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya- 
guna dan berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas pada Sub Bidang Evaluasi dan Analisis 
kepada aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas clan tanggung jawab masmg- 
masing; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang tugas Sub Bidang Evaluasi dan Analisis 
Pembangunan Daerah dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalah; 

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, 
mempelajari ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Evaluasi dan 
Analisis; 



g. melaksanakan/menyediakan inforrnasi Pemerintah Daerah 
yang terdiri dari informasi Pembangunan Daerah dan 
informasi Keuangan Daerah: 

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan data 
dan penyampaian informasi data mengenai pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi Sumber 
Daya Daerah, Produk Hukum, Perekonomian, kependudukan 
serta informasi dasar kewilayahan seperti penyediaan peta 
wilayah dan peta peruntukan lahan; 

e. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi perencanaan 
pembangunan di Sub Bidang Data Pernbangunan Daerah; 

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan perigelolaan Sistem 
Informasi Daerah termasuk Sub Sistem lnformasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah: 

d. menyelenggarakan analisis terhadap permasalahan pada Sub 
Bidang Data Pembangunan Daerah serta alternatif-alternatif 
kebijakan; 

Pasal45 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44, rincian tugan Kepala Sub Bidang Data 
Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainya 
dilingkungan bidang pengendalian, dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang Data 
Pembangunan Dae rah; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang Tugas Sub Bidang Data Pembangunan Daerah dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalah; 

c. menyelenggarakan pengelolaan Sistem lnformasi Dae rah 
melalui pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi 
data perencanaan pembangunan dan hasil pelaksanaan 
program pembangunan daerah, termasuk meriyajikan dan 
memelihara data spasial yang berkaitan derigan unsur 
keruangan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan 
daerah; 

Kepala Sub Bidang Data Pembangunan Daerah 
Pasal44 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Data Pembangunan Daerah 
adalah membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan, 
merumuskan, mengoordinasikan kegiatan penyajian dan 
perneliharaan data mengenai hasil pelaksanaan program 
pembangunan maupun data spasial yang berkaitan dengan 
unsur keruangan. 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan untuk kelancaran tugas. 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Serita Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 12) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal47 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan lain mengenai Unit Pelayanan Teknis dan Kelompok 
Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal 46 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN LAIN 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan untuk kelancaran tugas. 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

m. mernbina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

1. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna 
menunj ang kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan se bagai masukan dalam 
penyusunan program lebih lanjut; 

J. rnernbagi habis tugas pada Sub Bidang Data Pembangunan 
Daerah kepada aparatur jabatan fungsional umum sebagai 
bawahanya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-rnasing: 

i. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan 
fungsional umum dilingkungan Sub Bidang Data 
Pembangunan Daerah agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil guna; 
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Pasal 48 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
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